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KATA PENGANTAR 

 

Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan standart pelayanan sebagai tolok 

ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggraan pelayanan dan acuan penilain kualitas 

pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan 

yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.Pelayanan publik diatur dalam Undang-

Undang No. 25 Tahun 2009  Tentang Pelayanan Publik, pengaturan ini dimaksudkan untuk 

memberikan kepastian hokum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam 

pelayanan publik.  

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus 

mendorong intansi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam peningkatan pelayanan 

publik.Untuk itu, setiap unit layanan diminta untuk mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) 

guna perbaikan dan peningkatan pelayanan publik.  

FKP diharapkan untuk mendapatkan keselarasan antara harapan masyarakat dan 

kemampuan penyelenggara pelayanan.Selain FKP, untuk mengetahui persepsi masyarakat 

terhadap kualitas pelayanan publik dapat dengan  melakukan Survey Kepuasan Masyarakat 

(SKM). 

 

KAPANEWON PANDAK 
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A. PENDAHULUAN 
 

1. Latar Belakang 

 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public pemerintah 

berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan 

dasarnya dalam kerangka pelayanan publik, membangun kepercayaan masyarakat atas 

pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan public merupakan kegiatan yang 

harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk 

tentang peningkatan pelayanan publik. 

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum 

Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka Kapanewon 

Pandak sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik. Melaksanakan Forum Konsultasi 

Publik (FKP) dengan melibatkan stakeholder atau Masyarakat dalam rangka perbaikan 

pelayanan, Kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban Masyarakat, berperan dalam perumusan 

kebijakan dan membentuk Lembaga pengawasan pelayanan sehingga pelayanan yang 

dihasilkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya di Kapanewon Pandak. 

 

2. Tujuan Dan Manfaat  

• Tujuan  

Tujuan diselenggarakan FKP ini untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada 

pelayanan publik yang ada di Kapanewon Pandak. Permasalahan ini dapat diidentifikasi 

dari hasil dari Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang sudah dilaksanakan pada semester 

I. 

• Manfaat 

Manfaat diselenggarakan FKP yaitu adanya tindak lanjut dari permasalahan yang sudah 

terisentifikasi. Hal ini dimkasud untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di 

lingkungan Kapanewon Pandak. 

3. Ruang Lingkup  

 

Ruang lingkup  FKP yaitu unsur penilaian dengan nilai terendah dalam hasil SKM. Ada 

Sembilan unsur penilaian dalam SKM tetepi ada dua unsur yang mememiliki nilai terendah. 

Unsur tersebut yaitu prosedur pelayanan dan kompetensi pelakasana.  
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B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP 

 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

• Waktu Pelaksanaan 

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2023. 

• Tempat Pelakasanaan 

Forum Konsultasi Publik (FKP) dilaksanakan di ruang rapat Kapanewon Pandak 

 

2. Penyelenggaraan dan Peserta FKP 

• Penyelenggara FKP ini diselenggarakan  oleh Struktural  Kapanewon Pandak  terutama 

Jawatan Pelayanan Umum Kapanewon Pandak 

• FKP ini melibatkan stakeholder dan masayarakat seperti Pendamping Kemensos, 

Pendamping Kalurahan, Kalurahan, Dukuh dan perwakilan masyarakat yang sekiranya 

aktif dalam pelayanan publik di Kapanewon Pandak 

 

3. Metode Pelaksanaan FKP 

Forum Konsultasi Publik (FKP) di lakukan dengan cara berdiskusi dua arah guna 

membahas dan mengidentifikasi permasalahan pelayanan publik  di Kapaewon Pandak. 

Permasalahan ini juga membahas hasil dari SKM dengan unsur terendah. Kegiatan ini 

menghasilkan kesepakatan dalam diskusi yang dapat dilaksanakan dalam memperbaiki 

permsalahan yang ada. Kesepakatan ini sebagai bentuk perbaikan atau peningkatan bagi 

pihak-pihak yang terlibat pada FKP. 

 

4. Susunan Acara FKP 

• Pukul 09.00 

Dibuka dan dimoderatori oleh Kepala Jawatan Pelayanan Umum Kapanewon Pandak, 

Endang Rudatin A, S.IP 

• Pukul 09.30 – 11.00 

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan atau hambatan dalam 

pelayanan publik yang ada di Kapanewon Pandak. Unsur-unsur yang jadi permasalahan 

berupa unsur yang memiliki nilai terendah dalam penilaian SKM. 

• Pukul 11.00-12.00 

Pembahasan rencana tindak lanut dari permasalahan pelayanan publik. Selanjutnya 

membuat kesimpulan terkait FKP yang dilaksanakan. 
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C. HASIL PELAKSANAAN FKP 

 

1. Identifikasi Masalah 

Kegiatan FKP dilakukan dalam rangka evaluasi kinerja pelayanan Kapanewon Pandak 

periode semester I  tahun 2023. Serta untuk melakukan perbaikdan dan peningkatan pelayanan 

publik di lingkungan Kapanewon Pandak. Permasalahan yang di bahas yaitu unsur yang 

mendapatkan nilai terendah dalam penilaian SKM. Unsur-unsur tersebut yaitu prosedur 

pelayanan dan kompetensi petugas pelayanan. 

 

2.Analisis 

Berdasarkan pengelolaan data SKM  yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut: 

 Nilai Unsur Pelayanan 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

IKM per 

unsur 

𝟑, 𝟖𝟔𝟖 𝟑, 𝟔𝟓𝟔 𝟑, 𝟖𝟏𝟕 𝟑, 𝟗𝟒𝟎 𝟑, 𝟖𝟏𝟏 𝟑, 𝟔𝟕𝟒 𝟑, 𝟓𝟗𝟑 𝟑, 𝟖𝟑𝟖 𝟑, 𝟕𝟔𝟎 

IKM Unit 

Layanan 
94, 33 (A/Sangat Baik) 

 

 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :  

1. Perilaku Pelaksana mendapatkan nilai terendah yaitu 3,593. Unsur yang memiliki nilai 

dengan urutan dua terendah lainnya yaitu prosedur dengan nilai 3,656 dan kompetensi 

pelaksana dengan nilai 3,674 

2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu unsur biaya/tarif dengan nilai 

3,908 , unsur prasyarat dengan nilai 3,868 serta unsur penanganan pengaduan saran dan 

maukan dengan nilai 3,838. 

 

3,868

3,656

3,817

3,94

3,811

3,674

3,593

3,838

3,76

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

I K M  P E R  U N S U R  P A D A  P E L A Y A N A N  K A P A N E W O N  P A N D A K
T A H U N  2 0 2 3
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Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai 

kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat 

digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut : 

• Sikap dan kompetensi pelaksana yang lebih ditingkatkan untuk kelancaran pelayanan 

prima kepada masayarakat 

• Koordinasi pelaksana pelayanan melalui grup WA secara intens sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan  

• Pengadaan pelatihan atau bimtek bagi pelaksana pelayanan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan 

• Pengadaan sosialisasi tentang prosedur pengurusan administrasi kependudukan 

• Pelayanan pengurusan adminduk lebih berkoordinasi dengan stakeholder seperti dukuh 

dan kalurahan. Sehingga kalurahan dan dukuh dapat mengetahui kondisi administrasi 

kependudukan masyarakatnya 

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

• Petugas pelayanan kurang mendapatkan pelatihan atau bimtek terkait service excellent 

serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi. 

• Prosedur pelayanan yang sudah disosialisasikan kepada Kepala Pedukuhan atau 

perwakilan masyarakat yang belum tersampaikan dengan baik. Sehingga masyarakat 

belum paham dan masih kurang dalam persyaratan pelayanan. 

• Masyarakat kurang aktif untuk bertanya langsung kepada petugas baik secara luring 

maupun daring, sehingga masyarakat mengeluhkan persyaratan yang tidak lengkap dan 

prosedur yang dirasa berbelit. 

 

3. Rencana Tindak Lanjut 

Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek 

(kurang dari 12 bulan). Rencana tindak lanjut dituangkan dalam tabel berikut: 

No. 
Prioritas  

Unsur 
Program/Kegiatan 

Waktu 

Penanggung  Jawab 
TW 

III 

TW 

IV 

1 

Perilaku dan 

Kompetensi 

pelaksana 

pelayanan 

Memberikan arahan dan 

bimbingan kepada 

pelaksana pelayanan 

√  Panewu Pandak 

Evaluasi Kualitas 

Pelayanan Kapanewon 

Pandak 

 √ Panewu Pandak 

2 
Prosedur 

pelaksana 

Pembagian leaflet 

Pelayanan di Kapanewon 

untuk per Perdukuhan 

√  Panewu Pandak 
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D. PENUTUP 

 

Tiga unsur terendah yaitu perilaku dan kompetensi pelaksana serta prosedur menjadi prioritas 

perbaikan dengan rencana tindak lanjut yang sudah disusun. Hal ini bertujuan untuk 

peningkatan kualitas pelayanan di Kapanewon Pandak. Penentuan perbaikan direncanakan 

tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan). 

 

       Pandak, 4 September 2023 

Panewu, 

 

 

 

 

NANANG DWI ATMOKO, S.Sos. 

             Pembina Tk. I, IV/b 

     NIP. 196905231997031001 
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Lampiran 
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